Alkindo

Partnership Through Quality

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ALKINDO NARATAMA Thk

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (RUPSLB) PT Alkindo Naratama Tbk. (Perseroan), Direksi Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB
sebagai berikut:

1. Hariltanggal, waktu dan tempat pelaksanaan:

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Juni 2021
Waktu : 09.30 WIB - selesai
Tempat - JI. Industri Cimareme | No. 04, Cimerang Padalarang, Kabupaten Bandung Barat

2. Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 serta rencana kerja untuk
Tahun Buku 2021;

2. Persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah
diperiksa oleh Akuntan Publik;

3. Persetujuan untuk menambah penyisihan cadangan wajib sejumlah Rp100.000.000 dari saldo laba tanggal 31 Desember
2020 sesuai dengan Undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas;

4. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020;

5. Persetujuan pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris;

6. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit
Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Mata Acara RUPSLB:

1. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Secara Elektronik;

2. Persetujuan perpanjangan masa jabatan Sekretaris Perusahaan.

3. RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Komisaris Utama. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam
RUPST dan RUPSLB:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama

Direksi

Direktur Utama Herwanto Sutanto

Direktur Independen Kuswara

4. RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 989.480.069 saham atau
89,95% dari 1.100.000.000 saham yang merupakan jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara RUPST
dan RUPSLB. Tidak ada pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam RUPST dan
RUPSLB.

6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat untuk setiap mata
acara. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

7. Hasil pengambilan keputusan untuk setiap Mata Acara RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut:

Lili Mulyadi Sutanto

Mata Acara Suara Suara Suara Jumlah Mata Acara Suara Suara Suara Jumlah
RUPST Setuju Tidak Setuju Abstain Suara Setuju* RUPSLB Setuju Tidak Setuju Abstain Suara Setuju*
Pertama 989.480.069 - - 989.480.069 Pertama 989.480.069 - - 989.480.069
Kedua 989.480.069 989.480.069 Kedua 989.480.069 989.480.069
Ketiga 989.480.069 989.480.069 Ketiga 989.480.069 - - 989.480.069
Keempat 989.480.069 989.480.069 *Jumlah Suara Setuju merupakan jumlah Suara Setuju dan jumlah Suara Abstain
Kelima 989.480.069 989.480.069
Keenam 989.480.069 - 989.480.069

*Jumlah Suara Setuju merupakan jumlah Suara Setuju dan jumlah Suara Abstain
Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

Acara Pertama:

Menyetujui untuk menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan perihal jalannya Pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang
telah dicapaikan selama tahun buku 2020 serta Rencana Kerja perseroan untuk tahun buku 2021 serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020.

Acara Kedua:

Menyetujui untuk menerima baik Laporan Direksi perihal Persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Hendrik & Rekan berdasarkan berdasarkan
Laporan Auditor Independen Nomor 00007/2.1103/AU.1/04/1307-2/1/111/2021, dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam semua hal
yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan
dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Acara Ketiga:

Memutuskan dan menyetujui untuk menambah penyisihan cadangan wajib sejumlah Rp. 100.000.000 dari saldo laba tertanggal 31
Desember sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



Acara Keempat:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (duaribu duapuluh yaitu sebagai berikut;

a. Sebesar Rp 1.626.420.150 yang merupakan 3,2% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2020 dibagikan sebagai deviden tunai
yang dibayarkan kepada para pemegang saham perseroan atas 1.084.280.100 saham setelah dikurangi saham tresuri sebanyak
15.719.900 saham atau masing-masing saham akan menerima Rp. 1,5 yang akan dibayarkan secara tunai kepada para
pemegang saham perseroan.

b. Sisanya sebesar Rp. 48.938.273.416 yang merupakan 96,8% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2020 dicatat sebagai laba
ditahan (retained earnings) Perseroan.

¢. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pelaksanaan pembagian deviden termasuk pengumuman dalam surat kabar, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Acara Kelima:

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan

tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Acara Keenam:

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan

melakukan audit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

Acara Pertama:

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka Secara Elektronik.

Acara Kedua:

Memutuskan dan menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan Kuswara tersebut diatas sebagai Sekretaris Perusahaan untuk periode
tahun 2021-2026.

PENGUMUMAN TENTANG JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

No. Keterangan Tanggal
1. Periode perdagangan saham yang mengandung hak dividen tunai (Cum Dividend)
- Pasar Reguler dan Negosiasi 25 Juni 2021
- Pasar Tunai 29 Juni 2021
2. Periode perdagangan saham yang tidak mengandung hak dividen tunai (Ex Dividend)
- Pasar Reguler dan Negosiasi 28 Juni 2021
- Pasar Tunai 30 Juni 2021
3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date) 29 Juni 2021
4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 22 Juli 2020

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal 29
Juni 2021 (recording date) sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 29 Juni 2021.

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran Dividen Tunai
dilakukan melalui KSEI ke Rekening Dana Nasabah (RDN) milik Pemegang Saham pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian.

3.Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening
Pemegang Saham. Untuk itu, Pemegang Saham wajib menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Biro Administrasi Efek
(BAE) PT Sinartama Gunita dengan alamat Gedung Sinarmas Land Plaza, Menara | lantai 9, JI. MH. Thamrin No.51, Jakarta 10350,
paling lambat pada tanggal 29 Juni 2021 pada pukul 16.00 WIB.

4. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika
diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (WPBDN) dan Perseroan tidak akan melakukan pemotongan Pajak
Penghasilan (PPh) atas Dividen Tunai yang dibayarkan kepada WPBDN tersebut. Dividen Tunai yang diterima oleh pemegang saham
wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOPDN) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang Dividen tersebut diinvestasikan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOPDN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas,
maka Dividen Tunai yang diterima akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan WPOPDN wajib
menyetorkan PPh tersebut kepada Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan
Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

6.Bagi pemegang saham selain yang disebutkan di atas, Dividen Tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. Pemegang Saham akan menerima Dividen Tunai yang telah dipotong pajak yang berlaku.

7.Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian tempat
Pemegang Saham terdaftar. Pemegang Saham wajib melaporkan Dividen Tunai yang diterima ke Kantor Pajak sesuai peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



8.Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018
tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima
Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Form DGT yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI
dan/atau BAE dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dari KSEI. Tanpa adanya dokumen tersebut, Dividen Tunai akan
dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

9. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan khusus kepada
Pemegang Saham.

Bandung, 21 Juni 2021
Direksi Perseroan



